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Abstract

Sengketa Laut Tiongkok Selatan atau yang lebih dikenal dengan klaim nine-dash line
telah menjadi arena pertarungan kepentingan nasional bagi beberapa negara di
kawasan. Klaim nine-dash line yang dipelopori oleh Tiongkok meliputi 90 persen
wilayah Laut Tiongkok Selatan banyak bertumpang tindih dengan wilayah yang
masih merupakan bagian dari kedaulatan negara lain termasuk Indonesia, dimana
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia turut termasuk ke dalam klaim tersebut
sehingga hal ini menyebabkan Indonesia untuk merespon klaim atas Tiongkok tersebut
dikarenakan adanya kepentingan nasional Indonesia yang terdapat di situ.

Kata Kunci: Respon, Indonesia, Tiongkok, Laut Tiongkok Selatan, Nine-dash line,

Natuna, ZEE.
Pendahuluan

Pada tanggal 7 Mei 2009 Tiongkok
menyerahkan peta kepada Persatuan
Bangsa-Bangsa (PBB) yang didalamnya
disertakan wilayah nine-dash line
sebagai wilayah kedaulatan Tiongkok.!
Nine-dash line merupakan sembilan
titik imaginer yang menunjukkan klaim
Tiongkok atas sebagian besar wilayah di
LTS.2 Peta yang dibuat oleh Tiongkok
tersebut tidak memenuhi standar peta

! Hannah Beech, “Just Where Exactly Did China
Get the South China Sea Nine-Dash Line From?”
Time, http://time.com/4412191/nine-dash-line-9-
south-china-sea/ (diakses 14 Desember 2016)

2 Kompas, “Sikap Asertif China di Natuna Tak
Sejalan dengan Komitmen Kemitraan Strategis”,
Kompas.com,
http://nasional.kompas.com/read/2016/03/28/110
02741/read-adverd.html?page=all, (diakses 14
Desember 2016)

internasional karena tidak ada tanggal
penerbitan, tanpa Datum, tanpa
koordinat, tanpa base points dan base
lines, dan tanpa penjelasan maksud dan
tujuan penggambaran klaim tersebut,
apakah berdasarkan klaim dari pulau,
laut, atau keduanya, serta tidak ada
penjelasan bagaimana menghubungkan
garis-garis putus tersebut.® Hal ini
tentunya menimbulkan protes dari
beberapa negara termasuk Indonesia.

Klaim nine-dash line ini merupakan
babak baru dari Konflik Laut Tiongkok
Selatan (LTS) yang melibatkan sebagian
negara Association of South East Asian
Nations (ASEAN) ini yang sudah
dimulai pada tahun 1974, yaitu sejak
Tiongkok mulai mengklaim gugusan
karang (reefs) Spratly dan Paracel (yang
kini telah ditimbun oleh Tiongkok untuk

3 Surya Wiranto, “Resolusi Konflik Menghadapi
Sengketa Laut Tiongkok Selatan”, Cakrawala
edisi 431 tahun 2016.
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menjadi pulau) yang juga diklaim oleh
Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei
Darussalam. Indonesia selaku non
claimant state dalam konflik LTS selalu
menjadi fasilitator dalam dialog-dialog
yang mulai dilakukan sejak tahun 1990.4
Sikap Indonesia ini sesuai
dengan Politik Luar Negeri
yang aktif memberikan
sumbangan, baik dalam
bentuk pemikiran maupun
partisipasi aktif dalam
menyelesaikan konflik demi
terwujudnya ketertiban dunia
yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial.?

Namun, konflik LTS Kkini

dipastikan mengubah sikap

Indonesia. Hal ini terjadi

setelah adanya pernyataan

dari Menteri Luar Negeri

Tiongkok melalui juru

bicaranya pada tanggal 17 Juni 2016
yang menegaskan secara resmi bahwa
Indonesia dan Tiongkok punya masalah
overlapping claim di Laut Tiongkok
Selatan.® Tiongkok menyatakan bahwa
perairan di sekitar kepulauan Natuna
yang overlapping atau tumpang tindih
dengan klaim nine-dash line merupakan
traditional fishing zone Tiongkok. Klaim
Tiongkok tersebut melanggar ZEE
Indonesia dan sebagai negara yang
memiliki hak berdaulat (sovereign
right) sudah semestinya Indonesia
mempertahankan haknya dengan cara
apapun. Adanya overlapping wilayah
antara ZEE Indonesia dengan nine-dash
line Tiongkok ini, Indonesia semakin

4 Dam Syamsumar, Politik Kelautan (Jakarta:
Bumi Aksara, 2010)

5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37
Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

& M. Taylor Fravel, “Traditional Fishing Grounds
and China’s Historic Rights Claims in the South
China Sea”, Maritime Awareness Project,
http://maritimeawarenessproject.org/2016/07/11/t
raditional-fishing-grounds-and-chinas-claims-in-
the-south-china-sea/ (diakses 14 Desember 2016)

XXX: XXX. terjadi,
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menegaskan posisinya sebagai bagian
dari konflik LTS meskipun Indonesia
bukan negara claimant dan melakukan
serangkaian protes terhadap sikap-sikap
Tiongkok yang telah menyalahi hukum
internasional ini.

Berdasarkan fakta yang
kebijakan  luar
negeri atau sikap asertif
Presiden Joko Widodo
terkesan kontras dengan
apa yang dilakukan oleh
Presiden Indonesia
sebelumnya, yakni Susilo
Bambang Yudhoyono yang
selalu mengedepankan
dialog-dialog antar negara
yang bersengketa. Sehingga
yang menjadi pertanyaan
adalah, bagaimana respon
Indonesia pada saat
pemerintahan Susilo
Bambang Yudhoyono dan
Joko Widodo dalam menghadapi klaim
nine-dash line Tiongkok?

Pentingnya Laut Tiongkok Selatan
dan Perairan Natuna

Dalam sejarahnya wilayah LTS memiliki
peran dalam aspek geopolitik yang bisa
dibilang cukup besar dan berpengaruh
karena merupakan titik pertemuan
antara Tiongkok dan negara-negara lain
yang berbatasan dengan LTS vyang
dimana sebagian besar adalah negara
anggota ASEAN dan memiliki beberapa
masalah territorial, keamanan, dan dan
juga hal-hal seperti sumber daya alam
dan keamanan energi. Bagi Tiongkok,
perairan ini bisa dibilang cukup penting
bukan hanya karena terdapat banyak
jenis ikan tapi juga kekayaan lainnya
yang dapat mendukung perkembangan
ekonomi, politik dan pertahanan
keamanannya. Maka dari itu Tiongkok
bersikeras mengklaim LTS sebagai
bagian dari  wilayah  kedaulatan
negaranya.

Fakta menyebutkan bahwa LTS ini
merupakan wilayah perairan terluas
kedua setelah kelima samudra. LTS
merupakan sebuah perairan dengan
berbagai potensi yang sangat besar
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karena di dalamnya terkandung minyak
bumi dan gas alam. Selain itu juga LTS
memiliki peran yang bisa dibilang
penting sebagai jalur distribusi minyak
dunia, perdagangan, dan pelayaran
internasional, sehingga LTS juga
merupakan perairan yang memiliki
potensi geografis. Selain itu perairan ini
juga banyak dilalui oleh kapal-kapal
tanker, maupun armada-armada
Angkatan Laut dari negara-negara maju,
seperti  Amerika Serikat, Australia,
Jepang, Korea yang berlayar melalui
perairan LTS. Selain itu wilayah
perairan ini juga merupakan salah satu
lalu lintas pelayaran yang paling
strategis di dunia dan juga meliputi
salah satu jalur maritim utama di dunia,
disamping juga merupakan kawasan
yang menyimpan berbagai hubungan
biodiversitas kelautan terkaya di dunia.”
Selain kaya akan ikan, LTS diperkirakan
juga memiliki potensi sumber daya
nonhayati, terutama minyak bumi
(hydrocarbon) yang cukup banyak pula,
terutama yang terletak di lepas pantai
negara-negara tepi. Perkiraan itu
didasarkan atas hasil penelitian Dewan
Minyak Nasional Amerika Serikat.
Sebagian cadangan minyak bumi
tersebut berada di lepas pantai Filipina,
Indonesia, Malaysia, dan Brunei
Darussalam, dengan potensi masing-
masing antara 10-100 miliar metrik
ton.®8

Besarnya ambisi Tiongkok terhadap
klaim wilayah-wilayah yang berada
disekitaran LTS, menyebabkan
kawasan-kawasan  strategis  seperti,
Spartly, Pacarel, bahkan Natuna

" Tabloid Diplomasi, “Potensi Konflik di
Kawasan Laut China Selatan”, Tabloid
Diplomasi,
http://www.tabloiddiplomasi.org/index.php/2010
/11/15/potensi-konflik-di-kawasan-laut-china-
selatan-pada-saat-membuka-acara-a-special-
commemorative-events-of-the-20th-anniversary-
of-the-workshop-managing-potential-conflicts-
in-the-south-china-sea-di-hote/ (diakses 2 Juli
2017)

8 Ibid

menjadi bagian dari klaim nine-dash
line Tiongkok. Berkaca dari kasus klaim
Tiongkok sebelumya, pada tahun 1988
Tiongkok melakukan Ekspansi ke
kepulauan Spratly. Ekspansi dilakukan
dengan mengadakan instalasi militer
secara besar-besaran pada kepulauan
Spratly. Pada tahun 1988 pula tercatat
konflik Tiongkok-Vietnam dimana pada
saat itu terjadi pendudukan di
kepulauan Spratly dan Paracel dengan
mengusir paksa Vietnam. Hal ini
semakin diperkuat dengan upaya de jure
yaitu dengan menerbitkan UU tentang
Laut Teritorial dan Contiguous Zone
yang memasukkan Kepulauan Spratly
sebagai wilayahnya. Jika Tiongkok
melakukan hal serupa setelah adanya
klaim dari Tiongkok atas Natuna tentu
hal ini akan menjadi masalah bagi
kedaulatan Indonesia.

Sedangkan wilayah Perairan Natuna,
sebenarnya adalah bagian wilayah dari
Kabupaten Natuna yang mana
merupakan salah satu kabupaten di
Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.
Natuna adalah kepulauan paling utara di
selat Karimata. Wilayah Peraitan
Natuna ini merupakan daerah yang
berbatasan langsung dengan negara-
negara-negara tetangga, dan juga
terhubung dengan perairan bebas
sehingga tidak mengherankan jika
wilayah Perairan Natuna ini rawan
terhadap aktifitas illegal fishing.
Wilayah Perairan Natuna ini juga sering
disebut  sebagai pintu gerbang
Indonesia. Hal ini dikarenakan bahwa
Wilayah Perairan Natuna juga adalah
salah satu dari beberapa jalur Alur Laut
Kepulauan Indonesia atau yang
merupakan kepanjangan dari ALKI dan
menjadi jalur perairan internasional
bagi kapal-kapal yang berasal dari
samudera Hindia untuk berlayar
menuju negara-negara lain yang berada
disekitar perairan tersebut

Seperti yang telah dijelaskan
sebelumnya bahwa Tiongkok telah
memasukkan sebagian daripada
perairan Natuna dalam klaimnya di
wilayah LTS, yakni dalam peta nine-
dash line buatan Tiongkok yang menuai
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banyak kecaman itu, bahkan pada
paspor terbaru milik warga Tiongkok
juga sudah disertakan peta buatan
Tiongkok tersebut. Perairan Natuna
merupakan perairan yang cukup
strategis bagi Indonesia mengingat
perairan ini merupakan salah satu jalur
perdagangan Internasional yang
menghubungkan LTS dengan Samudera
Hindia sehingga banyak kapal-kapal
dari negara lain yang pasti melewati
perairan ini, jalur ini juga memiliki nilai
ekonomi yang sangat tinggi bagi
penggunanya sehingga kemanan lalu
lintas di kawasan ini cukup penting.®

Seperti yang telah dijelaskan sebelumya,
Tiongkok dengan sengaja memasukkan
perairan Natuna kedalam peta klaimnya
yang dinakaman dengan klaim nine-
dash line, sehingga permasalahan bukan
hanya terfokus kepada pulau Spratly dan
Paracel saja, namun berimbas pada ZEE
Indonesia pula. Dengan terganggunya
wilayah utara perairan Natuna dalam
sengketa LTS, maka juga akan
berdampak terhadap stabilitas
keamanan dan ekonomi. Sama seperti
LTS, Perairan Natuna juga merupakan
wilayah yang kaya akan sumber daya
energi. Sebagian besar (61 persen) luas
perairan Natuna masih merupakan
wilayah terbuka (open area), sedangkan
selebihnya (39 persen) merupakan
wilayah  kerja  perminyakan atau
kepanjangan dari WKP yang semuanya
berlokasi di lepas pantai. Kabupaten ini
terkenal dengan penghasil minyak dan
gas. Cadangan minyak bumi Natuna
diperkirakan mencapai 1.400.386.470
barel, sedangkan gas bumi
112.356.680.000. barel.’® Di sekitar
Kepulauan Natuna terdapat 16 blok
migas, dengan 5 blok sudah
berproduksi, sedangkan 11 blok lainnya
pada tahap eksplorasi. Sementara
kekayaan ikan Natuna yang melimpah

°Rosita Dewi dan CPF Luhulima, Masalah
Perbatasan Wilayah Laut Indonesia di Laut
China

Selatan (Yogyakarta: P2P-LIPI, 2015)

°Dam Syamsumar, Politik Kelautan (Jakarta:
Bumi Aksara, 2010)
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membuat pemerintah hendak
membangun sentra kelautan dan
perikanan di wilayah itu secara terpadu.

Perairan Natuna merupakan gerbang
utama Republik Indonesia di perairan
LTS vyang kini bersengketa serta
melibatkan sejumlah negara ASEAN dan
Tiongkok. Meskipun Natuna berada di
garis terdepan negara, wilayah Natuna
sangatlah strategis karena tak hanya
saat ini, pentingnya posisi Natuna sudah
disadari sejak masa Perang Dunia Il.
Negara-negara yang menggunakan
perairan ini sebagai jalur utama dalam
navigasi mereka  meminta  agar
pemerintah Indonesia mampu
menjamin keamanan lalu lintas kapal-
kapal yang melintas perairan Natuna.
Selain itu, sebagai entry point ALKI I,
perairan Natuna sangat vital bagi
pelayaran kapal-kapal perang dari
samudera Pasifik menuju Samudera
Hindia. Hal ini yang selalu
dikhawatirkan oleh Amerika Serikat,
sehingga negara itu menawarkan
bantuan untuk pengamanan perairan
ini.  Namun pemerintah Indonesia
merasa adanya kerjasama keamanan di
perairan Natuna dengan negara-negara
lain  merupakan intervensi terhadap
kedaulatan Negara. Padahal dengan
adanya kerjasama itu Indonesia juga
bisa mengambil keuntungan dengan
adanya transfer teknologi dari negara-
negara maju untuk meningkatkan
kualitas pertahanan dan keamanan di
wilayah perairan Natuna sehingga dapat
meminalisir gangguan-gangguan dan
ancaman-ancaman di perairan Natuna
dan sekitarnya.

Berdasarkan ZEE ditarik dari garis
pantai Kepulauan Natuna sepanjang
200 mil merupakan teritori laut wilayah
Indonesia dan itu memang sudah
menjadi Kedaulatan yang seharusnya
dijaga dan tidak boleh semaunya untuk
di eksploitasi. UNCLOS 1982
menyatakan bahwa negara lain tidak

11Rosita Dewi dan CPF Luhulima, Masalah
Perbatasan Wilayah Laut Indonesia di Laut
China

Selatan (Yogyakarta: P2P-LIPI, 2015)
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boleh semena-mena untuk
mengeksploitasi dan mengeksplorasi
kekayaan Laut Natuna. Kebijakan itu
tidak membuat Tiongkok menjadi
mundur melainkan terus membuat
pembelaan bahwa mereka benar-benar
telah mengambil kekayaannya dilautnya
sendiri. Tindakan-tindakan yang lainnya
oleh Tiongkok apapun itu sudah sangat
mengancam Kedaulatan NKRI melalui
wilayah  Kemaritiman, dengan ini
Pemerintah Indonesia bersikap siaga
untuk mengamankan wilayah Natuna
dengan dikerahkannya kapal perang
(KRI1) di seluruh wilayah perairan
Natuna. Pemerintah Indonesia
semestinya sudah memikirkan ini sejak
awal, yaitu batas-batas kenegaraan yang
sangat rawan untuk di akui wilayahnya
(Claim Teritory). Negara ini harusnya
lebih bisa menjaga wilayah teritorialnya
dengan mengerahkan segala kekuatan
baik dibidang militer maupun dengan
hanya pengawasan saja di Perairan
Natuna maupun di perbatasan lainnya.

Selain wilayah perairan kepulauan
Natuna ini juga merupakan perairan
yang kaya akan sumber hayati dan juga
didalamnya hidup ratusan spesies ikan,
binatang air dan juga terumbu karang.
Wilayah ini juga dinilai cukup strategis
sebagai pangkalan militer dan jantung
pelayaran internasional. Belum lagi
kekayaan yang ada di dalam landas
kontinen di daerah Natuna yang kaya
akan gas bumi yang sangat besar. Selain
itu, wilayah ini merupakan wilayah yang
strategis sebagai jalur pelayaran
internasional. Jadi tak heran jika
wilayah ini diperebutkan oleh sejumlah
negara ASEAN, bahkan Tiongkok dan
Taiwan. lllegal fishing juga marak di
wilayah LTS ini. Nelayan-nelayan illegal
dari Tiongkok, Malaysia, Vietham dan
lainnya, kerap menguras isi LTS ini
dengan ikut menangkap ikan-ikan kecil
sebagai cikal-bakal ikan besar di
kemudian hari, habis terkuras. Mereka
menggunakan peralatan-peralatan yang
cukup canggih jika dibandingkan
dengan nelayan Indonesia yang masih
menggunakan peralatan tradisional
mengingat dengan cara tradisional ini
tidak akan mengancam keberadaan

ikan-ikan maupun
dikemudian hari.

ekosistemnya

Respon Indonesia terhadap
konflik LTS pada masa
pemerintahan Presiden SBY

Sejak Tiongkok menerbitkan peta
klaimnya yang diberi nama nine-dash
line pada pertengahan tahun 2009,
masalah batas negara kini menjadi
penting dikarenakan perbatasan suatu
negara merupakan wujud utama
kedaulatan suatu negara (sovereignty),
termasuk penentuan batas wilayah
kedaulatan, pemanfaatan sumber daya
alam, serta keamanan dan keutuhan
wilayah. Pentingnya manajemen
pengelolaan perbatasan negara
Indonesia terkait perbatasan Indonesia-
Tiongkok di LTS, seperti yang telah
dijelaskan sebelumnya, secara sepihak
pada 2009 Tiongkok menggambar
sembilan titik ditarik dari Pulau Spratly
di tengah LTS, yang mana sebagian dari
wilayah perairan Natuna masuk di
dalamnya, lalu diklaim sebagai wilayah
kedaulatan milik Tiongkok. Terkait
klaim tersebut, secara resmi tahun 2010
Indonesia mengirimkan surat perutusan
kepada PBB agar pihak Tiongkok
memberikan penjelasan apa latar
belakang, hukum apa yang mereka
gunakan. Meskipun hingga saat ini
belum ada jawaban resmi dari Tiongkok,
Indonesia tetap mengutamakan
diplomasi dalam menyelesaikan
permasalahan antar negara terutama
masalah wilayah perbatasan. Salah satu
upaya Indonesia dalam menjaga
keamanan di wilayah perbatasan adalah
dengan tetap melanjutkan perundingan
perbatasan (diplomacy border) agar
terdapat kejelasan garis perbatasan
Indonesia dengan negara tetangga, serta
melakukan aktifitas eksplorasi minyak
bumi dan gas alam di Laut Natuna,
sebagai bentuk eksistensi Indonesia di
wilayah tersebut. Sejak tahun 2013 telah
dimulai eksplorasi pertambangan
minyak di Natuna. Dengan adanya
aktivitas langsung dari Indonesia
diwilayah-wilayah  perbatasan  akan
semakin menguatkan posisi indonesia
dalam mengklaim daerah tersebut.
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Salah satu cara yang dilakukan oleh
pemerintah Indonesia adalah
memanfaatkan sumber daya alam yang
ada di laut Natuna. EKksisitensi
Indonesia di laut Natuna akan
berdampak terhadap ekonomi nasional
dan terjaganya keutuhan wilayah dari
gangguan dan Kklaim negara-negara
tetangga.

Sebagai negara yang netral dan memiliki
kebijakan politik luar negeri yang “bebas
aktif”, Indonesia memahami kerumitan
dari konflik LTS. Indonesia selalu
menempatkan diri bahwa Indonesia
bukanlah claimant state dalam konflik
LTS karena Indonesia beranggapan jika
Indonesia dan Tiongkok tidak memiliki
klaim yang tumpang tindih terhadap
pulau-pulau, maka mereka seharusnya
tidak memiliki perselisihan mengenai
perairan, karena hak atas air berasal
dari hak atas tanah berdasarkan
UNCLOS 1982. Upaya yang dapat
dilakukan Indonesia untuk menengahi
konflik LTS ini adalah melalui jalur
diplomasi, yakni diplomasi preventif.

Diplomasi preventif dalam
menyelesaikan konflik cukup
berpengaruh terhadap adanya

kesadaran negara-negara untuk tidak
memperburuk keadaan. Konfrontasi
senjata dan aktifitas militerisasi hanya
meningkatkan ketegangan di wilayah
konflik. Sebagai negara yang berperan
besar dalam penyelesaian konflik di
kawasan LTS, partisipasi Indonesia
diakui oleh dunia internasional. Upaya-
upaya yang dilakukan Indonesia untuk
terus aktif mencari jalan konsolidasi dan
menyerukan arti penting kawasan LTS
turut juga dirasakan oleh dunia
internasional.

Dalam upaya mencegah perselisihan
tersebut semakin meningkat, Indonesia
menyelenggarakan sebuah lokakarya
atau workshop mengenai perselisihan
teritorial LTS. Indonesia bukan negara
claimant tapi Indonesia ingin berperan
aktif dalam menyelesaikan perselisihan.
Segera setelah berakhirnya perang
dingin Indonesia memprakarsai
serangkaian lokakarya tentang konflik di
LTS, yaitu Managing Potential Conflicts
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in the South China Sea Workshop sejak
tahun 1990 sampai sekarang yang rutin
dilakukan setiap tahunnya untuk
mengelola potensi konflik di kawasan
LTS.12 Lokakarya ini diikuti oleh para
peserta yang berasal dari sebelas negara
di Asia yang termasuk dalam negara
claimant di LTS, vyakni Brunei
Darussalam, Tiongkok, Kamboja, Laos,
Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand,
Vietnam dan Taiwan. Delegasi dari
negara-negara ini diambil dari berbagai
institusi pemerintah di negara masing-
masing. Sebagian besar lokakarya ini
berisi diskusi informal untuk mengelola
potensi konflik di wilayah LTS dan
untuk mempromosikan kerjasama di
kalangan claimants. Meskipun sebagai
negara yang tidak memiliki klaim di
wilayah  tersebut, Indonesia merasa
tetap berkewajiban untuk berperan
dalam memfasilitasi pembahasan dan
dialog-dialog (mediator) dalam sengketa
LTS secara netral atau sebagai penengah
yang tidak memihak di antara pihak-
pihak manapun yang memiliki klaim di
LTS baik itu sesama negara anggota
ASEAN maupun dengan Tiongkok.
Selain  itu, pemerintah Indonesia
menegaskan sejak dulu posisi resminya
dalam menyikapi konflik LTS, Indonesia
akan tetap pada posisi sebagai penengah
negara-negara Yyang berkonflik atau
bersengketa atas kawasan itu. Lokakarya
ini juga merupakan salah satu bentuk
bagian dari upaya diplomasi multilateral
dan diplomasi preventif Indonesia
dalam mengusahakankan
adanya Confidence Building
Measures dalam sengketa di perairan
LTS melalui kerjasama di beberapa
bidang dan isu-isu teknis yang
diantaranya adalah penelitian ilmiah
dalam bidang kelautan dan
perlindungan ekosistem di laut.

Dalam kasus LTS ini, Indonesia sebagai
anggota ASEAN cukup aktif
memberikan beberapa alternatif
penyelesaian sengketa kepada pihak-
pihak yang bersengketa, seperti

12Dam, Syamsumar, “Politik Kelautan”, Jakarta:
Bumi Aksara, 2010.
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pengusulan draf awal kode etik atau zero
draft code of conduct di LTS pada tahun
1998. Usulan draf awal kode etik di LTS
ini  pada akhirnya menghasilkan
Declaration of Conduct yang ditanda
tangani negara-negara ASEAN dan
Tiongkok pada tahun 2002 itu.

Dalam kurun waktu tersebut, tidak ada
perundingan khusus yang ditujukan
untuk menetapkan garis batas ZEE
antara Tiongkok dan Indonesia di
perairan Natuna. Hal ini dikarenakan
antara Tiongkok sendiri dengan negara-
negara ASEAN lainnya yang mengklaim
kedaulatan di wilayah LTS juga belum
mencapai kesepakatan. Namun
Indonesia tetap melakukan upaya
diplomatik dengan Tiongkok agar
sengketa wilayah LTS tidak meluas ke
wilayah  kedaulatan Indonesia di
Natuna. Menteri Luar Negeri Indonesia
Marty Natalegawa dan Menteri Luar
Negeri Tiongkok Yang Jiechi sepakat
untuk mengedepankan diplomasi dalam
menyelesaikan sengketa LTS.
Mengimplementasikan secara penuh
dan efektif dari DOC, yaitu membangun
rasa saling percaya, meningkatkan
kerjasama, memelihara perdamaian dan
stabilitas di LTS.

Dinamika konflik LTS ini membuat
Pemerintah Indonesia menempatkan
kekuatan militer pada titik-titik terluar
Indonesia yang dekat dengan konflik.
Terakhir adalah kebijakan kerjasama
internasional  dibidang pertahanan.
Menanggapi hal tersebut, langkah
penguatan militer di pos-pos terluar,
termasuk Laut Natuna, juga sudah mulai
dilakukan pada tahun 2010.13 Indonesia
sudah mengeluarkan Peraturan Presiden
No.41 Tahun 2010 tentang Kebijakan
Umum Pertahanan Negara 2010-2014.
Indonesia juga memodifikasi strategi
pertahanannya dengan  mengubah
kawasan Natuna sebagai salah satu

13 BBC Indonesia, Seberapa efektif rencana
menambah kekuatan militer di Natuna?, BBC,
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/
2016/05/160531_indonesia_ryamizard_natuna,
(diakses 30 Maret 2017)

kawasan pertahanan strategis ke dalam
rencana Minimum Essential Forces
(MEF).** Pemenuhan MEF dilaksanakan
melalui Rematerialisasi, Revitalisasi,
Relokasi, dan Pengadaan dalam
meningkatkan kemampuan mobilitas
dan kemampuan satuan tempur TNI.

Indonesia  meskipun  sudah
memperkuat kekuatan militernya dalam
beberapa aspek, namun dengan beberpa
pertimbangan cenderung
mengedepankan peran dalam forum
dialog di ASEAN+3, dimana negara luar
ASEAN seperti Tiongkok, Jepang dan
Korea Selatan diajak untuk membahas
masalah strategis di sekitar kawasan
Asia Tenggara. Hal ini sesuai dengan
pandangan SBY bahwa mekanisme
dialog merupakan solusi terbaik dan
efektif dalam menyelesaikan
permasalahan di LTS, karena Indonesia
berada di garda terdepan dalam
membantu  menyelesaikan  sengketa
wilayah dengan damai dengan cara tidak
boleh ada pihak yang menggunakan
kekuatan militer.%s Selain itu pemerintah
Indonesia menegaskan posisi resminya
dalam menyikapi konflik LTS, yakni
Indonesia menegaskan akan tetap pada
posisi sebagai penengah negara-negara
yang berkonflik atau bersengketa atas
kawasan itu.Indonesia selalu berusaha
untuk mendorong tercapainya Code of
Conduct antara ASEAN dan Tiongkok
soal wilayah tersebut.16

14 China Daily Mail, Indonesia Joins Push
Against China Beeds Up Air Force in South
China Sea, China Daily Mail,
http://www.chinadailymail.com/indonesia-joins-
push-against-china-beeds-up-air-force-in-south-
china-sea” (diakses 6 April 2017)

15 Liputan6.com, SBY: Indonesia terdepan
damaikan Laut China Selatan, Liputan 6
http://global.liputan6.com/read/2048913/sby-
indonesia-terdepan-damaikan-konflik-laut-china-
selatan (diakses 15 Juli 2017)

16 Sindonews.com, Inilah Posisi Resmi Indonesia
soal Konflik Laut China Selatan, Sindo News,
https://international.sindonews.com/read/106098
7/40/inilah-posisi-resmi-indonesia-soal-konflik-
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Meskipun Indonesia  selalu
menyatakan diri sebagai penengah
dalam konflik LTS, namun Indonesia
sempat berpotensi akan terlibat
langsung dalam sengketa LTS setelah
Tiongkok merilis peta baru yang
mengklaim sebagian wilayah perairan
Kepulauan Natuna masuk kedalam
wilayahnya, tepatnya pada tahun
2009.%7 Padahal dasar hukum
kepemilikan Indonesia atas wilayah
kepulauan Natuna beserta perairannya
sangat kuat, yakni ada di dalam garis
laut teritorial 12 mil sesuai dengan
peraturan UNCLOS 1982. Selain itu
Pulau Natuna masuk wilayah Indonesia
yang juga diakui oleh UNCLOS 1982 dan
telah didaftarkan di Sekjen PBB tanpa
ada protes satu negara pun.l8Pada
tahun berikutnya, yakni tahun 2010
Indonesia melakukan protes di forum
PBB dan mempertanyakan dasar hukum
dari klaim wilayah di peta tersebut,
Indonesia juga menolak mengakui
wilayah nine-dash line Tiongkok ini.
Peta yang dibuat oleh Tiongkok ini tidak
memenuhi standar peta internasional
karena tidak ada tanggal penerbitan,
tanpa Datum, tanpa koordinat, tanpa
base points dan base lines, dan tanpa
penjelasan  maksud dan  tujuan
penggambaran klaim tersebut, apakah
berdasarkan klaim dari pulau, laut, atau
keduanya, serta tidak ada penjelasan
bagaimana menghubungkan garis-garis
putus tersebut.!9

laut-china-selatan-1447314808 (diakses 5 April
2017)

"Antara News, China klaim wilayah Natuna,
Antara http://www.antaranews.com/china-
klaim-wilayah-natuna (diakses tanggal 5
Desember 2016)

80ke zone, Klaim China Terkait Natuna Tak

Mendasar, Okezone.com,
http://www.news.okezone.com/klaim-china-
terkait-natuna-tidak-berdasar/ (diakses 1
Desember 2016)

19 Surya Wiranto, “Resolusi Konflik Menghadapi
Sengketa Laut Tiongkok Selatan”, Cakrawala
edisi 431 tahun 2016.
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Indonesia dan Tiongkok juga terhitung
beberapa kali mengalami insiden di
sekitar perairan Natuna. Kapal patroli
KKP mendapati kapal-kapal Tiongkok
tetap memancing di ZEE Indonesia di
sekitar Kepulauan Natuna, hal ini tentu
merupakan suatu pelanggaran dan
hendak ditindak oleh kapal patroli KKP,
namun kapal-kapal itu ternyata telah
dikawal oleh Kapal-Kapal Pengawas
Pantai Tiongkok. Kapal patroli Tiongkok
mendesak kapal patroli Indonesia untuk
melepaskan kapal Tiongkok, penangkap
ikan ilegal Pada pertengahan 2010
kapal-kapal Tiongkok yang bersenjata
mengkonfrontasi kapal patroli KKP,
menuntut pembebasan nelayan mereka
yang ditangkap di perairan Natuna.
Kapal Indonesia mematuhi tuntutan
kapal Tiongkok. Insiden sejenis juga
terjadi pada 2013. dalam tiga peristiwa
pada tahun 2010 dan 2013, kapal-kapal
Indonesia yang berupaya  untuk
menahan kapal-kapal penangkap ikan
Tiongkok di LTS diperintahkan oleh
kapal-kapal penegak hukum Tiongkok
untuk melepaskan kapal-kapal Tiongkok
yang ditahan  Indonesia.  Ketika
menanggapi perilaku mengancam kapal-
kapal Tiongkok itu, kapal-kapal
Indonesia menurut. Indonesia selalu
mengabaikan insiden-insiden diatas,
karena tidak ingin bermasalah dengan

Tiongkok. Indonesia akhirnya
memutuskan untuk tidak
mempublikasikan  insiden  tersebut

kepada media, karena Indonesia masih
mempertimbangkan hubungan ekonomi
dan hubungan kerjasama lain dengan
Tiongkok  yang  sudah berjalan
sebelumnya.?° Indonesia juga cenderung
menahan diri untuk memberikan
tindakan tegas terhadap kapal-kapal
pelanggar, seolah-olah Indonesia hanya
mengarahkan  kapal-kapal tersebut

2 Australian Strategic Policy Institute, Mapping
The Nine Dash Line Recent Incidents Involving
Indonesia in The South China Sea, Aspi
Strategist,
http://www.aspistrategist.org.au/mapping-the-
nine-dash-line-recent-incidents-involving-
indonesia-in-the-south-china-sea/ (diakses 2 Juli
2017)
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untuk keluar dari wilayah teritori
Indonesia. Indonesia lebih
mengutamakan dialog-dialog dengan
negara yang berkepentingan dalam
sengketa LTS. Indonesia di bawah
kepemimpinan SBY juga membina
hubungan dengan baik di semua negara
yang memiliki klaim, hal ini sesuai
dengan prinsip yang dianut pada saat itu
yakni “thousand friends zero enemy”.

Indonesia selalu melibatkan diri dalam
penyelesaian konflik LTS ini, sekaligus
melindungi kepentingan Indonesia di
perairan  Natuna. Jika berbicara
mengenai peran Indonesia dalam
penyelesaian sengketa LTS, setidaknya
ada lima forum pertemuan penting yang
membahas masalah sengketa di LTS,
dimana di semua forum tersebut
Indonesia memiliki peran yang cukup
signifikan.  Indonesia akan  terus
mendorong tercapainya Code of Conduct
antara ASEAN dan Tiongkok soal
wilayah tersebut.?? Karena meskipun
DOC sudah disepakati sejak tahun 2002,
namun hingga kini belum ada panduan
umum atau tata cara untuk petunjuk
pelaksanaannya secara teknis. Sejak
persoalan tersebut mengemuka pada
2002 hingga kini  belum ada
kesepakatan yang signifikan dari
negara-negara claimants, maka dari itu
pemerintah Indonesia menginginkan
adanya percepatan implementasi
penyelesaian persoalan sengketa LTS
itu. Terutama ketika Indonesia menjadi
Ketua ASEAN pada tahun 2011. Pada
masa menjadi ketua ASEAN tahun 2011,
Indonesia  berusaha  menggunakan
momentum sepuluh tahun pembahasan
deklarasi etik tentang laut Tiongkok
Selatan (DOC) pada tahun 2012 menjadi
kekuatan hukum yang mengikat yakni
COC, sehingga menjamin keamanan
wilayah tersebut. Indonesia dan juga
ASEAN menekankan implementasi

2Sindo News, Inilah Posisi Resmi Indonesia soal
Konflik Laut China Selatan, Sindo News,
http://www.sindonews.com/inilah-posisi-resmi-
indonesia-soal-konflik-laut-china-selatan/
(diakses 15 Juni 2017)

efektif dari DOC diterapkan dalam
bentuk COC.

Inisiatif Menteri Luar Negeri Marty
Natalegawa yang mengusulkan draf awal
kode etik atau zero draft code of conduct
LTS bisa dijadikan senjata bagi
diplomasi Indonesia.22 Ada tiga poin
penting yang menjadi tujuan zero draft
code of conduct yang diusulkan oleh
Marty, yakni untuk menciptakan rasa
saling percaya, mencegah insiden, dan
mengelola insiden jika insiden itu
terjadi. Pada tiga tahap ini juga
dipaparkan langkah-langkah konkrit
yang mengatur kapal-kapal perang
untuk menciptakan rasa saling percaya,
mencegah insiden dan mengelola
insiden. Secara prinsip tiga target utama
dari code of conduct yang telah
diusulkan Marty pada September 2012
lalu itu telah disetujui dalam pertemuan
antara menteri luar ASEAN dan
Tiongkok di Beijing pada Agustus 2013.

Kesuksesan Indonesia dengan ASEAN
beserta Tiongkok dalam mengupayakan
penyelesaian masalah sengketa LTS
dengan ditandatanganinya Declaration
on The Conduct of The Parties in the
South China Sea pada tahun 2002
dianggap sebagai salah satu
implementasi dari perspektif luar negeri
Indonesia yang dikenal dengan “Doktrin
Natalegawa”. Doktrin yang dicetuskan
oleh Menteri Luar Negeri Indonesia
Marty Natalegawa tersebut mengacu
pada suatu kondisi yang ditandai
dengan terciptanya hubungan antar
negara Yyang damai dan lebih
mengedepankan aspek kerjasama yang
menguntungkan masing-masing pihak,
serta dilandasi keyakinan bahwa akan
dapat dikembangkan suatu tatanan
internasional yang baru dan bersifat
win-win dan bukan zero-sum.23 Hal ini

22)akarta Beat, Bara Konflik di Laut China
Selatan, Jakarta Beat
https://www.jakartabeat.net/kolom/konten/bara-
konflik-di-laut-china-selatan?lang=en (diakses
15 Juni 2017)

Z3Tabloid Diplomasi, Postur ASEAN
Diperhitungkan dalam Percaturan Global,
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berarti tidak ada kekuatan dominan
tunggal di kawasan dan berbagai negara
berinteraksi secara damai dan
menguntungkan satu sama lain. ASEAN
bersama dengan Tiongkok memang
sudah melakukan upaya ke arah
pengembangan mekanisme penyelesaian
konflik LTS dengan damai. Para pihak di
dalam deklarasi tersebut memiliki
komitmen untuk melakukan eksplorasi
berbagai cara untuk membangun
kepercayaan yang berbasis kesetaraan
dan penghormatan yang mutual. Hingga
saat ini, ASEAN bersama Tiongkok
sedang melakukan upaya yang lebih
kongkrit lagi dalam menyelesaikan
konflik LTS dengan mengupayakan
suatu jalan bagi pembentukan dan
disepakatinya Code of Conduct of the
Parties in South China Sea (COC)
seperti yang telah diusulkan oleh
Menteri Luar Negeri Indonesia Marty
Natalegawa sebelumnya. Selanjutnya
adalah tinggal bagaimana Indonesia
sebagai mediator bisa secara konsisten
meyakinkan negara-negara yang
bersengketa mau menerapkan COC
sebagai cara dalam menyelesaian
konflik.

Respon Indonesia terhadap
konflik LTS pada masa
pemerintahan Presiden Jokowi

Dengan adanya pergantian Presiden
tentu saja membawa banyak perubahan
pada dinamika  perpolitikan di
Indonesia. Gaya kepemimpinan dan
kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan
oleh Presiden Joko Widodo memberi
warna baru dalam sikap politik luar
negeri Indonesia. Kebijakan Jokowi
yang dinilai lebih tegas dan tidak main-
main terutama dalam menghadapi
permasalahan-permasalahan yang
berkaitan dengan kedaulatan Negara,
menyebabkan  lingkungan  strategis
nasional Indonesia mengalami

Tabloid Diplomasi
http://www.tabloiddiplomasi.org/index.php/2011
/12/18/postur-asean-diperhitungkan-dalam-
percaturan-global/ (diakses 15 Juni 2017)
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perubahan drastis.?* Salah satunya
adalah melakukan tindakan tegas
terhadap  kapal  Tiongkok  yang
melakukan illegal fishing di wilayah
ZEE Indonesia. Bahkan Indonesia juga
sempat akan mengikuti jejak Filipina
yang menggugat Tiongkok ke
Mahkamah Arbitrase jika Tiongkok
tetap berpegang teguh dan bersikeras
pada klaim nine-dash linenya,
mengingat wilayah perairan Natuna juga
masuk dalam klaim wilayah tersebut.

Beberapa kali pemerintah Tiongkok
melakukan rangkaian bentuk ancaman-
ancaman nyata kepada Indonesia, salah
satunya adalah dengan  mendorong
nelayan-nelayannya untuk menangkap
ikan di perairan Natuna yang notabene
adalah wilayah ZEE Indonesia dan
dikawal oleh kapal patroli Tiongkok
yang berjaga-jaga jika nelayan-nelayan
tersebut tertangkap oleh kapal patroli
Indonesia. Sepanjang tahun 2016,
setidaknya telah terjadi 3 (tiga) kali
insiden yang melibatkan Angkatan Laut
Indonesia  (TNI-AL), Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP), serta
Chinese Coast Guard (CCG).? Ketiga
insiden yang melibatkan TNI-AL, KKP,
dan CCG ini jelas menunjukkan adanya
sikap abai (ignorance) dari pemerintah
Tiongkok terhadap empat hal yang telah
diatur di dalam United Nations
Convention on The Law of The Sea
(UNCLOS) 1982, vyaitu batas laut
teritorial, batas zona tambahan, batas
perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE),
dan batas landas kontinen.2¢ Beberapa
hari pasca ketegangan antara Indonesia
dan Tiongkok terkait insiden di perairan
Natuna ini, Presiden Joko Widodo
sampai turun langsung mengunjungi
Natuna menggunakan kapal perang
(KRI Imam Bonjol) untuk memberikan

24 Agus Supriatna, Air Defense: Antara
Kebutuhan dan Tuntutan (Jakarta: Universitas
Pertahanan, 2017)

% Rujito D. Asmoro, “Konflik LTS &
Pengamanan Natuna” Angkasa 1 Oktober 2016,
him 40.

% |bid
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pesan kepada Tiongkok bahwa perairan
Natuna adalah bagian dari Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia
tidak main-main dalam mengamankan
wilayah kedaulatannya.?’

Setelah semakin memanasnya konflik di
LTS, Indonesia  dituntut  untuk
mengamankan wilayah perbatasannya,
terutama di Perairan Natuna. Mengingat
Tiongkok bersikeras akan klaim nine-
dash line yang memasukkan sebagian
kepulauan Natuna didalamnya. Potensi
konflik antara Tiongkok dan Indonesia
dapat terjadi jika Tiongkok tetap
memaksakan klaimnya di wilayah
Natuna, vyaitu adanya overlapping
antara klaim nine dash line dan hak laut
teritorial serta ZEE Indonesia, Tiongkok
menganggap bahwa perairan disekitar
Natuna merupakan wilayah traditional
fishing zone Tiongkok. Nine-dash line
adalah sembilan titik imaginer yang
menunjukkan klaim Tiongkok atas
sebagian besar wilayah di LTS.
Mengenai pernyataan Tiongkok yang
mengatakan adanya overlapping terkait
dengan traditional fishing zone yang
sering dikedepankan dalam
diplomasinya, dibantah dengan sangat
tegas oleh Menteri Luar Negeri
Indonesia Retno Marsudi, ia
menganggap bahwa pernyataan
Tiongkok tersebut tidak memiliki dasar
hukum internasional. Selain itu, pakar
hukum laut internasional Prof. Hasyim
Djalal juga menyatakan bahwa tidak
pernah tercatat adanya kesepakatan
antara Indonesia dan Tiongkok terkait
apa yang disebut Tiongkok sebagai
traditional fishing zone.28

Permanent Court of Arbitration (PCA)
atau Mahkamah Arbitrase Internasional
secara tegas telah menolak argumentasi

2 Deutsche Welle, “Jokowi Kunjungi Natuna,
Isyarat Tegas buat Cina”, DW,
http://www.dw.com/id/jokowi-kunjungi-natuna-
isyarat-tegas-buat-cina/a-19349442, (diakses 23
November 2016 )

28 |bid

klaim teritorial Tiongkok di LTS yang
menggunakan pendekatan historis.2°
Melalui pernyataan tertulis pada tanggal
12 Juli 2016, PCA memandang klaim
Tiongkok melalui nine dash line
sangatlah tidak berdasar jika
dihadapkan dengan ketentuan tentang
ZEE yang diatur dalam UNCLOS 1982.
Keputusan PCA tersebut juga
merupakan keuntungan tersendiri bagi
Indonesia. Menurut Guru Besar Hukum
Internasional  Universitas  Indonesia
Hikmahanto Juwana kini Indonesia bisa
lebih percaya diri dalam melakukan
penegakan hukum atas kapal-kapal
nelayan berbendera Tiongkok yang
mengambil ikan di Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia. Pasalnya,
keputusan PCA atas aduan Filipina pada
2013 itu sesuai dengan posisi Indonesia
yang tidak mengakui adanya traditional
fishing zone yang menurut Tiongkok
overlapping dengan perairan Natuna
yang notabene adalah wilayah
kedaulatan Indonesia.30 PCA
mengeluarkan keputusan setebal 497
halaman yang menyatakan klaim
Tiongkok dalam nine-dash line tidak
berdasar dan tidak sesuai dengan hak
berdaulat ZEE yang didasarkan pada
UNCLOS  1982. Tiongkok  berdalih,
wilayah itu merupakan lahan
memancing ikan tradisional mereka
sejak lampau. Namun PCA menyatakan
secara historis Tiongkok tidak pernah
menjalankan  hak eksklusifnya di
wilayah itu. Sebagai sesama anggota
Association of South East Asian Nations
(ASEAN), sudah sewajarnya jika
Indonesia memberikan dukungan atas
keputusan PCA yang menyatakan bahwa
klaim Tiongkok di wilayah kedaulatan
Filipina memiliki dasar hukum.

2 Denny Armandhanu, Keputusan Arbitrase
Laut China Selatan Untungkan Indonesia, CNN
Indonesia,
http://www.cnnindonesia.com/internasional/2016
0713073257-106-144418/keputusan-arbitrase-
laut-china-selatan-untungkan-indonesia/ (diakses
23 November 2016)

% Ibid
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Pada Oktober 2016, TNI melaksanakan
latihan militer besar-besaran di kawasan
LTS tepatnya di Natuna, latihan militer
ini merupakan latihan terbesar yang
pernah digelar Indonesia. Latihan
militer ini menegaskan lagi sikap
Indonesia di wilayah di sekitar
Kepulauan Natuna. Presiden Joko
Widodo baru-baru ini juga
memerintahkan pembangunan
pangkalan militer di kawasan itu,
sebagai antisipasi kemungkinan
munculnya klaim dari negara lain.s!
Selanjutnya latihan perang di sekitar
wilayah Perairan Natuna dilakukan lagi
pada Mei 2017. Kali ini dilaksanakan
Latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat
(PPRC), latihan yang digelar di pulau
Natuna ini melibatkan 5.899 pesonel.
Selain itu, latihan ini juga menggunakan
ratusan alutsista yang dimiliki TNI.
Selain Presiden, beberapa Menteri, dan
Panglima TNI, latihan ini juga dihadiri
oleh 23 gubernur dari seluruh
Nusantara. Hal ini merupakan suatu
pergeseran dimana sebelumnya latihan-
latihan pernga yang dilakukan oleh TNI
dipusatkan di Laut Sulawesi yang
berdekatan dengan Perairan Ambalat,
mengingat pada saat itu di wilayah ini
rawan terjadi konflik antara Indonesia
dan Malaysia. Pemerintah Indonesia
merasa bahwa kini Perairan Natuna lah
yang merupakan wilayah yang rawan
terjadi  konflik, sehingga kekuatan
militer dan pertahanan perlu diperkuat
di wilayah ini.

Sementara itu sengketa LTS yang
melibatkan Tiongkok dan negara-negara
di kawasan ASEAN mulai menemui titik
terang. Tepatnya pada pertengahan 2017
draft COC atau kerangka kode etik telah
disepakati dalam pertemuan ke-14
ASEAN-China Senior Officials Meeting
on The Implementation of the on the
Conduct of Parties in the South China
Sea (SOM on DOC) di Guiyang,

31Deutschewelle, Indonesia Akan Gelar Latihan
Militer Besar-Besaran di Laut China Selatan,
DW, http://www.dw.com/id/indonesia-akan-
gelar-latihan-militer-besar-besaran-di-laut-cina-
selatan/a-35952874 (diakses 2 Juli 2017)
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Tiongkok.32 Sebagai upaya menghindari
konflik, ASEAN bersama Tiongkok telah
berupaya membentuk COC setelah
ditandatanganinya DOC sebagai
pedoman perilaku setiap negara di
perairan ini. Draft awal COC ini
sejatinya sudah diusulkan sejak tahun
2013 oleh Menteri Luar Negeri
Indonesia Marty Natalegawa, sebagai
bentuk nyata dari DOC yang sudah
disepakati sejak 2002. Atas dorongan
Indonesia dan berdasarkan draft yang
disiapkan Indonesia, maka pembahasan
substantif yang menghasilkan draft
pertama COC Framework dilakukan
pada Pertemuan ASEAN-China Joint
Working Group on the Implementation
of the DOC (JWG on DOC) di Bali, pada
akhir Februari 2017. Pertemuan Bali
juga menyepakati suatu pendekatan
yang telah meletakkan dasar yang kuat
untuk upaya mempercepat pembahasan
COC Framework tersebut. Secara umum
draft COC yang disepakati terdiri atas
mukadimah, tujuan, prinsip-prinsip
umum, basic undertakings, dan final
clauses.®?® Kesepakatan ini merupakan
pencapaian penting yang dirain ASEAN
dan Tiongkok dalam penyelesaian
konflik LTS setelah 15 tahun pasca
ditandatanganinya DOC pada 2002.

Pada bulan Juli tahun 2017, pemerintah
Indonesia juga melakukan beberapa
pembaharuan atas peta Republik
Indonesia, salah satu diantaranya
adalah melakukan perubahan terhadap
nama pada perairan Natuna. Di zona
bagian utara Perairan Natuna yang
berbatasan langsung dengan LTS Kkini
diganti namanya menjadi Perairan

32Tribunnews, ASEAN dan Tiongkok Sepakati
COC Framework Laut China Selatan, Tribub
News
http://www.tribunnews.com/nasional/2017/05/19
/asean-dan-tiongkok-sepakati-coc-framework-
laut-china-selatan (diakses 15 Juni 2017)

33 Sindonews, ASEAN-China Sepakati COC
Framework Laut China Selatan, Sindo News,
https://international.sindonews.com/read/120643
7/40/asean-china-sepakati-coc-framework-laut-
china-selatan-1495177700 (diakses 15 Mei 2017)

144 JURNAL ANALISISHUBUNGANINTERNASIONAL, VOL. 6NO. 2, AGUSTUS 2017



PERUBAHANRESPONINDONESIA

Natuna Utara. Hal ini dikarenakan
sebelumnya Perairan Natuna hanya
berada di bagian dalam garis laut
territorial dan laut kepulauan saja.
Pemerintah memilih nama Perairan
Natuna Utara berdasarkan penamaan
yang lebih dulu digunakan oleh industri
migas untuk menamai perairan di
wilayah tersebut, mengingat sebelumnya
sudah ada kegiatan ekspolrasi dan
eksploitasi migas yang menggunakan
nama tersebut. Perlu juga diketahui
bahwa Selama ini, sejumlah kegiatan
eksplorasi dan eksploitasi migas telah
menggunakan nama Natuna Utara,
Natuna Selatan atau North East Natuna
dalam nama  proyeknya untuk
membedakan wilayah perairan Natuna
ke dalam beberapa bagian.3* Meski
mendapat respon yang kurang baik dari
Tiongkok, Indonesia tetap berpegang
teguh bahwa Indonesia mempunyai hak
dan kepentingan dalam mengganti
nama perairan tersebut, mengingat
bahwa landas kontinen yang ada
dibawah perairan tersebut merupakan
milik Indonesia, sehingga Indonesia
mempertegas wilayah perairan hak
miliknya sebagai bentuk dari diplomacy
border yang dilakukan Indonesia.

Kesimpulan

Pada dasarnya, Indonesia tidak terlibat
secara langsung dalam konflik yang
terjadi, namun dampak konflik terhadap
kestabilan keamanan kawasan serta
ancaman terhadap kedaulatan Indonesia
di kawasan Kepulauan Natuna memaksa
Indonesia untuk melakukan langkah
preventif demi menjaga kepentingan
dan keamanan nasional Indonesia.
Dalam beberapa kesempatan,
Pemerintah Indonesia memperlihatkan
kekhawatirannya terhadap eskalasi
konflik yang terus terjadi. Kekhawatiran
pemerintah tersebut tercermin dari
kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan

34 Antara.com, Pemerintah Resmikan Penamaan
Laut Natuna Utara, Amtara
http://www.antaranews.com/berita/640261/peme
rintah-resmikan-penamaan-laut-natuna-utara
(diakses 15 Juni 2017)

Pemerintah Indonesia dengan tujuan
keamanan nasional. Menciptakan
keamanan nasional secara menyeluruh
merupakan tanggung jawab dari sebuah
negara. Pemerintah Indonesia juga
harus terus memperhatikan segala aspek
yang berpotensi menjadi ancaman bagi
stabilitas keamanan nasional negara,
baik ancaman internal maupun
eksternal. Untuk mengatasi segala
bentuk ancaman bagi Indonesia serta
mendukung tercapainya keamanan
nasional, negara cenderung
memperkuat sistem pertahanan negara
serta penguatan kapabilitas militer.

Dalam menanggapi sengketa LTS,
pemerintah  Indonesia dalam dua
kepemimpinan presiden terakhir
mengalami perubahan respon, hal ini
disebabkan oleh tiga hal, yakni yang
pertama adanya pernyataan juru bicara
Kementrian Luar Negeri Tiongkok yang
menyatakan bahwa wilayah Indonesia
dan Tiongkok mengalami overlapping
di perairan Natuna, dimana Tiongkok
menganggap bahwa perairan Natuna
merupakan traditional fishing zone
Tiongkok, tentunya Indonesia tidak bisa
tinggal diam saja jika sudah menyangkut
kedaulatan negara. Yang kedua,
tindakan provokatif nelayan-nelayan
Tiongkok yang sengaja menangkap ikan
di perairan Natuna, bahkan nelayan-
nelayan ini diback-up oleh penjaga-
penjaga pantai Tiongkok (CCG), jika
sudah seperti ini Indonesia sudah
seharusnya menindak tegas nelayan-
nelayan tersebut. Yang terakhir adalah
Tiongkok yang tidak mengakui dan
menolak keputusan PCA yang
memenangkan Filipina dalam
persengketaan di LTS, sehingga
Indonesia dituntut untuk bersikap
waspada akan tindakan Tiongkok yang
tidak terduga-duga.
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